PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 13/ 3 /PBI/2011
TENTANG
PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN BANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendukung targjp stabilitas
sistem keuangan, diperlukan sistem perbankan yetmay;s

b. bahwa sebagai bagian dari upaya penyehatan nkara
Bank yang berpotensi atau mengalami kesulitan yang
membahayakan kelangsungan usahanya ditetapkan oleh
Bank Indonesia dalam status pengawasan intensu ata
pengawasan khusus;

c. bahwa tindakan pengawasan yang ditetapkan Bank
Indonesia dalam rangka penyehatan bank harus diguku
dan dilaksanakan oleh pengurus maupun pemegangisaha
bank dalam batas waktu tertentu;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimangslicha
pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan
ketentuan tentang Penetapan Status dan Tindak tLanju

Pengawasan Bank dalam Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat:...



Mengingat:

1.

-2.-

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992atemtPerbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomo
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubakHiera
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga
Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indanes
Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8,

Tambahan..
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4963);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Talo@8 2
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4867);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG

PENETAPAN STATUS DAN  TINDAK  LANJUT
PENGAWASAN BANK.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksadgdn:

1.

Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud daladgangnUndang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimkmadieibah dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Bank Umumri&@ya
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor &iunl 2008

tentang Perbankan Syariah, termasuk kantor cabamgdsing.

Lembaga Penjamin Simpanan, yang selanjutnya diddbBf adalah badan
hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang N@rholahun

2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaintedaia diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 280&ng Penetapan

Peraturan..



Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nd@&ndahun 2008

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Ta004 tentang

Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang.

Direksi:

a.

bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terlaalaah direksi
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomora#Qnr2007
tentang Perseroan Terbatas;

bagi Bank berbentuk badan hukum Perusahaan Daeiahhadireksi
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomorh&nTa962
tentang Perusahaan Daerabh;

bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalahgyras
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang NomoraRhnr1992
tentang Perkoperasian;

bagi kantor cabang bank asing adalah pimpinan okasabang bank
asing yakni pemimpin kantor cabang dan pejabat thiagkat dibawah

pemimpin kantor cabang.

Dewan Komisaris:

a.

bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terhadtdah komisaris
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomora#Qnr2007

tentang Perseroan Terbatas;

bagi Bank berbentuk badan hukum Perusahaan Dadaddihgpengawas
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang NomorhbnTa962

tentang Perusahaan Daerah;

bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalahggvess

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang NomoraBhnr 1992

tentang Perkoperasian.

Pasal 2.



(1)
(2)

1)

(2)
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Pasal 2

Bank Indonesia berwenang menetapkan status penga\Bask.

Status pengawasan Bank sebagaimana dimaksud padd aterdiri dari:
a. pengawasan normal;

b. pengawasan intensif; atau

c. pengawasan khusus.

BAB I
BANK DALAM PENGAWASAN INTENSIF

Pasal 3

Bank Indonesia menetapkan Bank dalam pengawasamsifitapabila
dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakkelangsungan
usahanya.

Bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang membagakan kelangsungan

usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apadyhenuhi satu atau

lebih kriteria sebagai berikut:

a. rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) iteldari 8%
(delapan persen) namun Kkurang dari rasio KPMM yang
mempertimbangkan potensi kerugian sesuai profikaiBank yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia;

b. rasio modal intitfer 1) kurang dari persentase tertentu yang ditetapkan
oleh Bank Indonesia;

c. rasio Giro Wajib Minimum (GWM) dalam rupiah samandan atau
lebih besar dari rasio yang ditetapkan untuk GWMnhliBanamun
memiliki permasalahan likuiditas mendasar;

d. rasio kredit atau pembiayaan bermasalaion (performing loan/

financing) secara neto lebih dari 5% (lima persen) daril tatadit atau

total ...



total pembiayaan;

e. peringkat risiko Bank tinggihfgh risk) berdasarkan hasil penilaian
terhadap keseluruhan risikco(nposite risk);

f. peringkat komposit tingkat kesehatan Bank 4 (ejrgtau 5 (lima);

g. peringkat komposit tingkat kesehatan Bank 3 (tdg@)gan peringkat
faktor manajemen 4 (empat) atau 5 (lima).

(3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huddrahuruf b, berlaku
bagi Bank Umum Syariah sejak berlakunya ketentuamkBIndonesia

mengenai kewajiban penyediaan modal minimum Bankitdr8yariah.

Pasal 4

(1) Bank Indonesia menetapkan Bank dalam pengawasarsifhpaling lama 1
(satu) tahun sejak tanggal surat pemberitahuan Baldaesia.

(2) Dalam hal Bank ditetapkan dalam pengawasan iritkasena kredit atau
pembiayaan bermasalah yang penyelesaiannya beksifapleks maka
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (19t dAperpanjang 1

(satu) kali dan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 5

Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kefzahk yang ditetapkan
dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksudnd®asal 3, disertai
dengan alasan penetapan serta langkah-langkahiradakan pengawasan yang

wajib dilakukan Bank.

Pasal 6

Bank dalam pengawasan intensif wajib melakukanakad pengawasan yang

diperintahkan Bank Indonesiandndatory supervisory actions) yaitu:

a. mengganti...
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mengganti Dewan Komisaris dan/atau Direksi Bank;
menghapusbukukan kredit atau pembiayaan yang tergomacet dan
memperhitungkan kerugian Bank dengan modal Bank;

melakukan merger atau konsolidasi dengan Bank lain;

menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagiant&eddank kepada pihak
lain;

menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau KeamapBank kepada bank
atau pihak lain; dan/atau

menjual Bank kepada pembeli yang bersedia mengaadifil seluruh

kewajiban Bank.

Pasal 7

Selain tindakan pengawasan sebagaimana dimakswaimdBasal 6, Bank

Indonesia berwenang:

a.
b.

melarang Bank melakukan distribusi modal;

melarang Bank melakukan transaksi tertentu dengaak gerkait dan/atau
pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia, kecualah memperoleh
persetujuan Bank Indonesia;

membatasi pertumbuhan aset, pembatasan penyertpambatasan
penyediaan dana baru, kecuali telah memperolehefoguan Bank
Indonesia;

membatasi pelaksanaan rencana ekspansi usaha rathuk mlan aktivitas
baru, kecuali telah memperoleh persetujuan Ban@resia;

membatasi pembayaran gaji, remunerasi atau ben@uknyl yang
dipersamakan dengan itu kepada anggota Dewan Kosngsmn/atau Direksi
Bank, atau kompensasi kepada pihak terkait, kecieddih memperoleh

persetujuan Bank Indonesia; dan/atau

f. melarang...



-8-

f. melarang Bank melakukan pembayaran pinjaman suiasidi

Pasal 8

Bank Indonesia mewajibkan Bank dan/atau pemegamgnsaBank untuk
menyampaikan rencana perbaikan permodatapitél restoration plan) guna
mengatasi permasalahan permodalan Bank sebagadimaksud dalam Pasal 3

ayat (2) huruf a dan huruf b.

Pasal 9

Bank dalam pengawasan intensif wajib:

a. menyampaikan rencana tindakctfon plan) sesuai permasalahan yang
dihadapi dan realisasi rencana tindak;

b. menyampaikan daftar pihak terkait secara lengkap;

c. mengkinikan rencana bisnisusiness plan); dan

d. melakukan tindakan lainnya dan/atau melaporkanhahbltertentu yang

ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 10

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 haruflan huruf b
disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari keggmk Bank ditetapkan dalam

pengawasan intensif.

Pasal 11

(1) Rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasalr® a paling
kurang memuat rencana perbaikan sesuai dengan gsdahan yang

dihadapi Bank disertai jangka waktu penyelesaiannya

(2) Bank...



(2)

3)

1)

(2)

3)

(4)

(1)
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Bank Indonesia melakukan evaluasi atas rencanaakirgkbagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belsa) kerja sejak
dokumen diterima secara lengkap.

Dalam hal rencana tindak yang disampaikanakt®@ank Indonesia,
Bank wajib mengajukan perbaikan rencana tindakingdhma 7 (tujuh)

hari kerja sejak tanggal pemberitahuan penolakan.

Pasal 12

Rencana perbaikan permodalacapjtal restoration plan) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan secara tekgpiada Bank Indonesia
paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Barietdpkan dalam
pengawasan intensif.

Rencana perbaikan permodalan Bank sebagaimamakslid pada ayat
(1) wajib menggambarkan kemampuan Bank untuk mencajan

memelihara rasio KPMM yang ditetapkan Bank Indoamefalam jangka
waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalaal Ra

Bank Indonesia menilai rencana perbaikan permodpkdimg lama 15
(lima belas) hari kerja sejak dokumen diterima seéangkap.

Dalam hal rencana perbaikan permodalan sebagaidiaraksud pada ayat
(2) ditolak, Bank wajib mengajukan revisi rencamabaikan permodalan

paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pekan.

Pasal 13

Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indondaporan realisasi
rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pabkak® a setiap akhir

bulan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja bulan ketnya.

(2) Laporan...
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(2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada(dyahemuat antara
lain:
a. permasalahan Bank;
b. tindakan perbaikan; dan

c. waktu pelaksanaan perbaikan.

Pasal 14

(1) Bank ditetapkan keluar dari pengawasan intensibisg®ank sudah tidak
memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Basal
(2) Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis lkep8&ank yang

ditetapkan keluar dari pengawasan intensif.

BAB Il
BANK DALAM PENGAWASAN KHUSUS
Pasal 15

(1) Bank Indonesia menetapkan Bank dalam pengawasauglapabila dinilai
mengalami kesulitan yang membahayakan kelangswmggranya.

(2) Bank dinilai mengalami kesulitan yang membahayakatangsungan
usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apsmi@nuhi satu atau
lebih kriteria sebagai berikut:

a. rasio KPMM kurang dari 8% (delapan persen);

b. rasio GWM dalam rupiah kurang dari rasio yadigetapkan untuk
GWM Bank dan berdasarkan penilaian Bank Indonesia:
1) Bank mengalami permasalahan likuiditas mendasaw; at
2) Bank mengalami perkembangan yang memburuk dalamuwak

singkat; atau

c. jangka...
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c. jangka waktu Bank dalam pengawasan intensif sebveage dimaksud

dalam Pasal 4 terlampaui.

Pasal 16

Bank Indonesia menetapkan Bank dalam pengawasasu&hsebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 paling lama 3 (tiga) budejak tanggal surat

pemberitahuan Bank Indonesia.

Pasal 17

Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kegzahk yang ditetapkan
dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dedsal 15, disertai
dengan alasan penetapan serta langkah-langkahiradakan pengawasan yang

wajib dilakukan Bank.

Pasal 18

(1) Bank dan/atau pemegang saham dari Bank dalam pesgavkhusus wajib
melakukan penambahan modal.

(2) Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayagjjh) dipenuhi
dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimanakdumadalam Pasal
16.

Pasal 19

Dalam rangka pengawasan khusus, Bank Indonesiaehang:
a. melarang Bank menjual atau menurunkan jumlah aagbat persetujuan

Bank Indonesia kecuali untuk Sertifikat Bank Indeineatau Sertifikat Bank

Indonesia..
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Indonesia Syariah, Giro pada Bank Indonesia, tag#dmar Bank, dan Surat
Utang Negara atau Surat Utang Negara Syariah;
b. memerintahkan Bank untuk melaporkan setiap perubakepemilikan
saham Bank kurang dari 10% (sepuluh persen); dan/at
c. melarang Bank mengubah kepemilikan dari:
1) pemegang saham yang memiliki saham sebesar samgardatau lebih
dari 10% (sepuluh persen); dan/atau
2) pemegang saham pengendali termasuk pihak-pihak yaglgkukan
pengendalian terhadap Bank dalam struktur kelonysaka Bank,

kecuali telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia

Pasal 20

(1) Selain tindakan pengawasan sebagaimana dimaksadi ddhsal 18 dan
Pasal 19, Bank Indonesia berwenang memerintahkank Baalam
pengawasan khusus untuk memenuhi ketentuan dalsah Pa

(2) Tindakan pengawasan yang ditetapkan pada saat d&dakn pengawasan

intensif dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 21

Bank Indonesia membekukan kegiatan usaha terteank Balam pengawasan
khusus paling lama 1 (satu) bulan dalam periodeg@asasan khusus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, apabila:

a. Bank Indonesia menilai kondisi Bank semakin memkudan/atau

b. terjadi pelanggaran ketentuan perbankan yargkuwkln oleh Direksi,

Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali.

Pasal 22..
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Pasal 22

(1) Bank dalam pengawasan khusus wajib menyampaikaradkeBank

(2)

Indonesia:

a.

laporan keuangan terkini berupa neraca dan laplaa rugi serta

rekening administratif;

rincian aktiva produktif Bank terkini yang dikelowigkan berdasarkan

kualitasnya;

peringkat komposit tingkat kesehatan Bank terkini;

informasi dan dokumen mengenai:

1) daftar terkini mengenai simpanan nasabah secaragagryang
dikelompokkan berdasarkan nilai nominal,

2) daftar rincian tagihan dan kewajiban Bank terkiepé&da pihak
terkait;

3) informasi lainnya yang diperlukan Bank Indonesia;

laporan keuangan terkini dari perusahaan yang meiabepenyertaan

Bank selain penyertaan modal sementara dalam ramgaikturisasi

kredit atau pembiayaan;

struktur terkini kelompok usaha terkait Bank, tesota badan hukum

pemilik Bank sampai dengaitimate shareholders,

laporan proyeksi arus kas untuk jangka waktu 1 ufsdiulan

mendatang, yang terinci secara harian atau beidasdrekuensi dan

periode pelaporan yang ditetapkan Bank Indonesia.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dekan kepada Bank

Indonesia paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejenB ditetapkan dalam

pengawasan khusus.

Pasal 23..



(1)

(2)

3)

(1)

(2)

1)

(2)
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Pasal 23

Bank Indonesia mengumumkan:

a. Bank dalam pengawasan khusus yang dibekukan kegiasaha
tertentu beserta alasan pembekuan dimaksud; dan

b. tindakan perbaikan yang wajib dilakukan oleh Baak/dtau larangan
yang diperintahkan oleh Bank Indonesia kepada Bseikagaimana
dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20.

Bank Indonesia mengumumkan pula Bank yang telalakukln perbaikan

sehingga tidak memenuhi kriteria Bank dalam pengawakhusus

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)yda2a dilakukan

pada 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyadaere luas dan pada

home page Bank Indonesia.

Pasal 24

Bank wajib memberitahukan kepada seluruh jaringamdenya mengenai
kegiatan usaha tertentu yang dibekukan dan peryaa ditetapkan Bank

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18,1Padan Pasal 20.

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat [@Rulan pada

tanggal diterimanya pemberitahuan dari Bank Indianes

Pasal 25

Bank Indonesia memberitahukan kepada LPS mengemaik Byang
ditetapkan dalam pengawasan khusus sebagaimanaksdidhadalam
Pasal 15.

Pemberitahuan kepada LPS sebagaimana dimaksudagat4l) disertai

dengan...
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dengan keterangan mengenai kondisi Bank yang lygkstam.

Pasal 26

(1) Bank Indonesia memberitahukan kepada otoritas peEayang
berwenang terhadap perusahaan induk dan/atau peamsaanak Bank
mengenai tindakan yang dilakukan Bank Indonesihattap Bank yang
ditetapkan dalam pengawasan khusus.

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayaigdkykhn berdasarkan

kerjasama dengan Bank Indonesia.

Pasal 27

Bank dalam pengawasan khusus yang memenuhi &riteri

a. rasio KPMM kurang dari 2% (dua persen);

b. rasio GWM dalam rupiah kurang dari 0% (nol persatgu

c. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasatlaéfmaui,

ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai Bank yalad tlapat disehatkan.

Pasal 28

Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis keBahk bahwa Bank tidak

dapat disehatkan.

BAB IV
BANK BERDAMPAK SISTEMIK
Pasal 29

(1) Dalam hal Bank Indonesia menengarai Bank dalam geagan khusus

berdampak sistemik, Bank Indonesia meminta kepadsbaga yang

berwenang..
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berwenang berdasarkan peraturan perundang-undgaggrberlaku, untuk
memutuskan Bank yang bersangkutan berdampak sistatau tidak
berdampak sistemik.

(2) Selain meminta kepada lembaga sebagaimana dimgksda ayat (1),
Bank Indonesia juga memberitahukan kepada LPS mang8ank

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 30

Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam P@saienetapkan sebagai
Bank berdampak sistemik dan Bank yang bersangkatamenuhi kriteria
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bank Indomesminta lembaga
dimaksud untuk memutuskan langkah-langkah penangaBank yang

bersangkutan.

Pasal 31

Bank dan/atau pemegang saham Bank sebagaimanasdidndialam Pasal 15
wajib melakukan langkah-langkah yang ditetapkan blega sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 dalam penanganan permasalBank yang

bersangkutan.

BAB V
BANK TIDAK BERDAMPAK SISTEMIK
Pasal 32

Dalam hal Bank dalam pengawasan khusus tidak bgralasistemik memenubhi
kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Batdnesia memberitahukan
dan meminta keputusan LPS untuk melakukan penyédamatau tidak

melakukan penyelamatan terhadap Bank yang berstargku

Pasal 33..
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(2)

(1)

(2)
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Pasal 33

Dalam hal LPS memutuskan untuk tidak melakukan ekamyatan terhadap
Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bamkdsth melakukan
pencabutan izin usaha Bank yang bersangkutan lsetelamperoleh
pemberitahuan dari LPS.

Penyelesaian lebih lanjut Bank yang telah dicabzin iusahanya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oR$f &esuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Pasal 34

Dalam hal LPS memutuskan untuk melakukan penyekmntathadap Bank

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bank Indomasizetapkan Bank

tersebut dalam pengawasan normal.

Penempatan Bank dalam pengawasan normal sebagaiinaaiesud dalam

ayat (1) dilakukan apabila tidak memenuhi kriteria:

a. Bank dalam pengawasan intensif sebagaimana dimakdach Pasal 3;
dan

b. Bank dalam pengawasan khusus sebagaimana dimal$amh dPasal
15.

BAB VI
LAIN-LAIN
Pasal 35

Penyampaian laporan dan informasi yang wajib dKkaku oleh Bank

sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonasidisampaikan kepada

Bank Indonesia dengan alamat:

a. Direktorat...
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a. Direktorat Pengawasan Bank terkait, JI. M.H. ThanNp.2 Jakarta 10350,
bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja tBanpusat Bank
Indonesia; atau

b. Kantor Bank Indonesia setempat bagi Bank yang Inéokapusat di luar

wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.

BAB VII
SANKSI
Pasal 36

Bank Indonesia mengenakan sanksi administratifgabena dimaksud dalam
Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentarfipRkan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tah®8 Idan Pasal 58
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang PerbaSkariah, antara lain
berupa pemberhentian Direksi dan/atau Dewan Komis8ank dan/atau
larangan turut serta dalam kegiatan kliring bagnilBgang tidak melaksanakan
kewajiban sesuai perintah Bank Indonesia sebagaimenaksud dalam Pasal 6,
Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 113y&asal 12 ayat (1), ayat (2)
dan ayat (4), Pasal 13, Pasal 18, Pasal 19, P@sBhsal 22, dan Pasal 24.

BAB VIl
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 37

Bank yang telah ditetapkan dalam pengawasan iffitesekielum berlakunya
Peraturan Bank Indonesia ini dan memiliki jangka kiwa penyelesaian
melampaui tanggal 17 April 2012, wajib menyesuaik@ngka waktu
penyelesaian paling lama 1 (satu) tahun sejak kerlm Peraturan Bank

Indonesia ini.

Pasal 38..
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Pasal 38

Bagi Bank yang telah ditetapkan dalam pengawasasughsebelum berlakunya
Peraturan Bank Indonesia ini dan memiliki jangka kiwa penyelesaian

melampaui tanggal berlakunya Peraturan Bank Indanes tetap berpedoman
pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBIl/200Mamg Tindak Lanjut

Pengawasan dan Penetapan Status Bank sebagaintanadiigbah terakhir

dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/27/PB&200

BAB IX
PENUTUP
Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka

a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 tentdimgdak Lanjut
Pengawasan dan Penetapan Status Bank,

b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/38/PBI/2005 tentaerubahan Atas
Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 tentdnglak Lanjut
Pengawasan dan Penetapan Status Bank; dan

c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/27/PBI/2008 tenté@erubahan
Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/@PB#2Zentang Tindak
Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku set8léiiga) bulan sejak tanggal di

tetapkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan yrelagan
Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatanaindLembaran Negara

Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Januari 2011

GUBERNUR BANK INDONESIA,

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Januari 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMORS
DPNP



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 13/ 3 /PBI/2011
TENTANG
PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN BANK

UMUM

Sistem perbankan yang sehat merupakan salah safyapat untuk
mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangartumbuhan perekonomian
nasional serta terpeliharanya kepercayaan masyaréddnadap industri
perbankan. Oleh karena itu setiap permasalahak Benu diselesaikan dengan
cepat agar tidak mengganggu stabilitas sistem kguarserta menurunkan

tingkat kepercayaan masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya pemulihan kesehatan Hzarkk Indonesia
menetapkan status pengawasan Bank dalam pengawagensif atau
pengawasan khusus sesuai dengan kriteria yangda&thpkan dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari pendekatan pesmn berdasarkan risiko
(risk based supervision). Pemulihan kesehatan Bank dilakukan dengan
menetapkan tindakan pengawasan sesuai dengan p&hzas Bank dan wajib
diselesaikan dalam batas waktu tertentu yang giataBank Indonesia.

Untuk itu, baik pengurus maupun pemegang saham Bafik berperan
serta secara aktif dalam upaya pemulihan kesel2dak karena pelanggaran
batas waktu penyelesaian permasalahan Bank akagebwrkan peningkatan

status pengawasan Bank.

Dalam...
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Dalam hal upaya-upaya perbaikan dalam rangka patgelBank tidak
mencukupi sehingga Bank dinilai tidak dapat lagsetiatkan maka perlu

dilakukan langkah-langkah penyelesaian.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pengawasan normal’ adalah
pengawasan terhadap Bank yang tidak memenuhi ikriter
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 15.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “pengawasan intensif’ adaladitus
peningkatan proses pengawasan terhadap Bank ybeliseya
berada dalam pengawasan normal, dengan tujuan untuk
memulihkan kondisi Bank.
Pemulihan tersebut dilakukan dengan menetapkanakam
pengawasan s(pervisory actions) yang sesuai dengan
permasalahan Bank.
Huruf ¢
Yang dimaksud dengan “pengawasan khusus” adalalu sua

peningkatan proses pengawasan terhadap Bank ybeliseya

berada...



Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Huruf a

-3-

berada dalam pengawasan normal atau pengawasarsifinte
dengan tujuan untuk memulihkan kondisi Bank.

Pemulihan tersebut dilakukan dengan menetapkanakam

pengawasan s{pervisory actions) yang sesuai dengan

permasalahan Bank.

Bank Indonesia berwenang menetapkan rasio KPMMusua
Bank lebih besar dari 8% (delapan persen) untukgenarsipasi
potensi kerugian sesuai profil risiko Bank sebagaia
dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengeneajien

penyediaan modal minimum Bank.

Huruf b

Perhitungan modal intitier 1) adalah sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban
penyediaan modal minimum Bank.

Pada saat berlakunya Peraturan Bank Indonesieasig modal

inti  sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Badkniesia
mengenai kewajiban penyediaan modal minimum Bardtahd

sebesar 5% (lima persen).

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “GWM” adalah Giro Wajib Minimu
Primer Gatutory Reserve) bagi Bank Umum atau Giro Wajib

Minimum ...
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Minimum bagi Bank Umum Syariah.

Ketentuan mengenai GWM dalam rupiah adalaltagamana

dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengeraivgjib

minimum Bank.

Yang dimaksud dengan “permasalahan likuiditas mearta

antara lain adalah:

- perubahan posisi Bank di pasar uang dari posisibpem
pinjaman (et lender) menjadi posisi penerima pinjamamet
borrower);

- posisi arus kas yang semakin buruk sebagai akilairity
mismatch yang besar, terutama pada skala waktu jangka
pendek;

- upaya Bank untuk memperoleh dana di pasar uangadeng
suku bunga atau tingkat imbalan yang lebih tingayi duku
bunga wajar (pasar);

- ketergantungan pada agunan untuk memperoleh dana;
dan/atau

- peningkatan pencairateposito sebelum jatuh tempo

Huruf d

Yang dimaksud dengan kredit atau pembiayaan betamsa

adalah apabila memiliki kualitas kurang lancaragukan dan

macet sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Baiokdsth
mengenai kualitas aktiva Bank.
Huruf e

Penilaian terhadap keseluruhan risikon(posite risk) dilakukan

secara periodik atau sewaktu-waktu sebagaimana kduda

dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai manajemsgo r

Bank.



Huruf f
Penilaian peringkat komposit tingkat kesehatan Badlalah
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia
mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank.

Huruf g
Penilaian peringkat faktor manajemen adalah sebege
dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengemala@n
tingkat kesehatan Bank.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)

Perhitungan jangka waktu Bank dalam pengawasamsifit@aling
lama 1 (satu) tahun termasuk jangka waktu penyumswiaa revisi
rencana tindak.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyelesaian yang bersifapkeks” antara
lain kredit sindikasi dan/atau restrukturisasi kregcara menyeluruh

yang mencakup kegiatan usaha dari hulu sampai denfja

Pasal 5

Termasuk dalam pengertian “langkah-langkah atagiakan pengawasan
yang wajib dilakukan Bank” antara lain tindakan gahperintahkan Bank

Indonesia tfnandatory supervisory actions) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6.

Pasal 6...



Pasal 6

Pilihan tindakan pengawasan yang akan ditetapkah Blank Indonesia

kepada Bank disesuaikan dengan permasalahan Bank.

Pasal 7

Huruf a
Termasuk “distribusi modal” antara lain pembeliagmibali saham
Bank, pembayaramleviden dan/atau pembayaran bonus atau yang
dipersamakan dengan bonus kepada  Direksi dan/Biewan
Komisaris Bank.

Huruf b
Yang dimaksud dengan *“transaksi tertentu dengamkpiterkait”
antara lain pencairan dana, pemberian fasilitasygmbaan dana
seperti kredit, surat berhargéstter of credit, standby letter of credit,
atau yang sejenis dengan itu.
Yang dimaksud dengan “pihak terkait” adalah pihagrkait
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indomesragenali
batas maksimum pemberian kredit bagi Bank Umum diatas
maksimum penyaluran dana bagi Bank Umum Syariah.
Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah perorangtu badan
hukum tertentu yang bukan pihak terkait.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “ekspansi usaha” antara lamambahan

jaringan kantor, kerjasama pemasaran.

Hurufe...



Huruf e
Yang dimaksud dengan “bentuk lain yang dipersamagtangan
remunerasi’ antara lain adalah tunjangan rutinteatiem.
Yang dimaksud dengan “pihak terkait” adalah pihagrkait
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indomesngenai
batas maksimum pemberian kredit bagi Bank Umum diatas

maksimum penyaluran dana bagi Bank Umum Syariah.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13..



Pasal 13

Ayat (1)
Termasuk dalam laporan realisasi ini adalah reslipaglaksanaan
perbaikan permodalan cdpital restoration plan) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Ketentuan mengenai KPMM adalah sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban
penyediaan modal minimum Bank.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “GWM” adalah Giro Wajib Minimu
Primer Gatutory Reserve) bagi Bank Umum atau Giro Wajib
Minimum bagi Bank Umum Syariah.
Ketentuan mengenai GWM dalam rupiah adalah sebagam
dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengeraivgijib
minimum Bank.

Yang...
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Yang dimaksud dengan “mengalami permasalahan liasid

mendasar” antara lain adalah:

- perubahan posisi Bank di pasar uang dari posisibpem
pinjaman (et lender) menjadi posisi penerima pinjamamet
borrower);

- posisi arus kas yang semakin buruk sebagai akiagirity
mismatch yang besar, terutama pada skala waktu jangka
pendek;

- upaya Bank untuk memperoleh dana di pasar uangadeng
suku bunga atau tingkat imbalan yang lebih tingwi duku
bunga wajar (pasar);

- ketergantungan pada agunan untuk memperoleh dana;
dan/atau

- peningkatan pencairateposito sebelum jatuh tempo.

Yang dimaksud dengan “Bank mengalami perkembangan yang
memburuk dalam waktu singkat” adalah apabila ataénd)
rasio GWM Bank semakin menurun.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18..
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Pasal 18

Ayat (1)
Penambahan modal Bank harus menjelaskan sumbeipdamenuhan
tambahan modal yang berasal dari pemegang sahain dzaratau
dari investor baru.
Ketentuan mengenai rasio KPMM adalah sebagaimadimaaksud
dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajibamyeuiaan
modal minimum Bank .
Yang dimaksud dengan “rasio KPMM yang ditetapkaehoBank
Indonesia” adalah rasio KPMM sebagaimana dimaksadana
ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban peagadmodal
minimum Bank ditambah rasio tertentu untuk menggvdsi potensi
kerugian sesuai profil risiko Bank.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Angka 1)
Termasuk dalam pengertian memiliki adalah:
a. pemegang saham yang secara bersama-sama dengan
pemegang saham terkait lainnya;

b. pemegang saham yang bertindak atas nama pemedenrg sa

lain ...
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lain (acting in concert); atau
c. pemegang saham yang memiliki hak opsi atau hakulatimk
memiliki saham yang apabila digunakan akan menyebab
pemegang saham tersebut,
memiliki sebesar sama atau lebih dari 10% (sepyeisen)
saham Bank.
Angka 2)
Ketentuan mengenai pemegang saham pengendali dan
pengendalian adalah sebagaimana dimaksud dalanmtlkate
Bank Indonesia mengenai uji kemampuan dan kepa(btaand
Proper Test) Bank.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Tindakan membekukan kegiatan usaha tertentu tdrsdivoaksudkan
antara lain untuk meminimalisasi dampak kerugiatlimdungan nasabah

dan/atau minimalisasi gangguan terhadap stabdisdaem keuangan.

Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha Bank” adadgiatan usaha Bank
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal hd}hstelang Nomor
7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telatahdidengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, serta Pasal af Rhsal 20
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang PerbaBianah.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kondisi Bank semakin membuapkbila:

a. KPMM ...




-12 -

a. KPMM Bank menurun dengan cepat dan dinilai tidapada

ditingkatkan menjadi 8% (delapan persen); dan/atau

b. GWM dalam rupiah Bank menurun dengan cepat dark tida

dapat diselesaikan sesuai peraturan yang berlaku.
Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Laporan struktur kelompok usaha dalam ayat ini nmenpihak
perorangan dan/atau badan hukum yang memiliki 1€88puluh
persen) atau lebih saham badan hukum dimaksuda sert

menyebutkan pihak yang menjadiimate shareholders.

Hurufg...
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Huruf g

Yang dimaksud dengan “laporan proyeksi arus kasiladd
laporan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Balokésia
mengenai penerapan manajemen risiko untuk risikeiditas
Bank.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pengumuman paddaomepage Bank Indonesia dilakukan dengan

alamathttp://www.bi.qgo.id

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) ...
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Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)
Pemberitahuan terhadap otoritas pengawasan berget@hadap
perusahaan induk dan/atau perusahaan anak Bankslidkan agar
otoritas pengawasan yang berwenang terhadap pearsah
induk/perusahaan anak Bank mendapatkan informasngemai
tindakan Bank Indonesia dan dapat melakukan lantgaikah
antisipasi yang diperlukan. Dalam hal Bank merupaéantor cabang
bank asing maka yang dimaksud dengan perusahaak smhlah
kantor pusat dari kantor cabang bank asing tersebut

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kerjasama” termasuk kerjagangawasan

Bank secara lintas batas @ss border supervision).

Pasal 27

Huruf a
Ketentuan mengenai KPMM adalah sebagaimana dima#silam
ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban peagadmodal
minimum Bank.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “GWM” adalah Giro Wajib MinimuPrimer
(Statutory Reserve) bagi Bank Umum atau Giro Wajib Minimum bagi

Bank Umum Syariah.

Ketentuan...
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Ketentuan mengenai GWM dalam rupiah adalah sebagam
dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengerrai wgajib
minimum Bank.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Mekanisme pemberitahuan kepada LPS dan batas watigambilan
keputusan oleh LPS dituangkan dalam kesepakatasarbar antara Bank

Indonesia dengan LPS.

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) ...
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Ayat (2)
Penyelesaian yang dilakukan oleh LPS meliputi antdain

pembayaran klaim penjaminan simpanan dan likuidasi.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36
Yang dimaksud dengan “larangan turut serta klirinddlam hal ini
termasuk larangan turut serta dalam Sistem BI-RTGS.

Pasal 37

Yang dimaksud dengan “berada dalam pengawasarsifitanlalah Bank

yang memenuhi kriteria Bank dalam pengawasan iifteyebagaimana

diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/RBW tentang

Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status ®#dgaimana telah

diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesiadid27/PBI/2008.
Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40..
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Pasal 40

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5190
DPNP



